
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN 
DAERAH TINGKAT II BEKASI

SWATANTRA WIBAWA MUKTI

NO : 16 1999 SERI : B

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR  :  19  TAHUN  1999

TENTANG

RETREBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

Menimbang : a. bahwa dangan ditatapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  dan  Peraturan 
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka 
dipandang perlu mengatur Retribusi Izin Trayek;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 
iklim  usaha  angkutan  penumpang  umum  dan  peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), diperlukan sistem perijinan angkutan 
penumpang umum yang diselenggarakan dangan tertib dan teratur.

c. bahwa untuk maksud tersebut pada hurup a dan b diatas perlu diatur 
dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang  -  undang  Nomor  14  Tahun  1950  tentang  Pembentulcan 
Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingjkungan Propinsi Jawa Barat 
( Berita Negara Tahun 1950 );

2. Undang  -  undang  nomor  5  tahun  1974  Tentang  Pokok  -  pokok 
Pemerintah Di  Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  1974  Nomor  38 
Tambahan Lembaran Negara 3037);



3. Undang -  undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (lembaran 
Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Nomor 
3816).

4. Undang -  undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan  Jalan  (Lembaran  Negara  Tahun  1992  Nomor  49, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480).

5. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  1997  Nomor  41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

6. Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  1985  tentang  Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 3293).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan 
Sebagian  Urusan  Pemerintah  dalam  bidang  Lalu  Lintas  dan 
Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II. (Lembaran 
Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3410).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angxutan Jalan 
(Lembaran  Negara  Tahun  1993  Nomor  59,  Tambahan  Lembaran 
Negara Nomor 3527).

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  1997  Tentang  Retribusi 
Daerah  (Lembaran  Negara  Tahun  1997  Nomor  55,  Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3692);

10. Kaputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  68  Tahun  1993  tentang 
Penyelenggaraan  Angkutan  Orang  di  Jalan  dengan  Kendaraan 
Umum.

11. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4  Tahun  1997  tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

12. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  84  Tahun  1993  tentang 
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang 
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah;
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14. Keputusan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 174 Tahun 1997 tentang 
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang 
Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 Tentang 
Ruang  Lingkup  Dan  Jenis  -  jenis  Retribusi  Daerah  Tingkat  I  dan 
Daerah Tingkat II;

17. Keputusan Menteri  Dalam Negeri  Nomor 147 Tahun 1998 tentang 
Komponen Penetapan Tarif Retribusi;

18. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 16 
Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum 
di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

19. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Bekasi  Nomor 
24/HK-PD/KP.031.1/VIII/1985 Tentang Penunjukan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS);

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  DAERAH  TINGKAT  II  BEKASI 
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB   I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi;

c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
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d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai 
Peraturan Perundangan yang berlaku;

e. Retribusi  Izin  Trayek  yang  selanjutnya  disebut  retribusi  adalah  pembayaran  atas 
pemberian  Izin  kepada  orang  pribadi  atau  badan  untuk  menyediakan  pelayanan 
angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam Wilayah 
Daerah.

f. Izin Trayek adalah izin yang diberikan untuk melakukan  kegiatan angkutan dalam 
trayek tetap dan teratur;

g. Izin  operasi  adalah izin  yang diberikan untuk  melakukan kegiaatan pengangkutan 
orang tidak dalam trayek;

h. Izin  Insidentil  adalah  izin  yang  dapat  diberikan  kepada  pemegang  Izin  trayek/izin 
operasi  untuk  melayani  angkutan  orang  di  luar  trayek/daerah  operasi  yang  telah 
ditetapkan;

i. Kendaraan  Penumpang  Umum  adalah  setiap  kendaraan  baik  mobil  penumpang 
maupun mobil bus yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut 
bayaran;

j. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi 
agar  terjaminnya  keselamatan  dan  mencegah  terjadinya  pencemaran  udara  dan 
kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;

k. Pengusaha  Angkutan  adalah  BUMN/BUMD,  Badan  Usaha  Milik  Swasta  Nasional. 
Koperasi  dan  Perorangan  Warga  Negara  Indonesia  dalam  Wilayah  Kabupaten 
Daarah Tingkat II Bekasi yang memenuhi persyaratan untuk bergerak dibidang Usaha 
Angkutan Penumpang Umum;

1. Perusahaan  Angkutan  Penumpang  Umum  adalah;  perusahaan  angkutan  yang 
menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan;

m. Badan  adalah  suatu  bentuk  Badan  Usaha  yang  meliputi  Perseroan  Terbatas, 
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah 
dengan nama dan dalam bantuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, 
Koperasi,  Yayasan atau Organisasi  yang sejenis  Lembaga Dana Pensiun,  bentuk 
usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;

n. Mobil  penumpang  adalah  sstiap  kendaraan  bermotor  yang  dilengkapi  sebanyak-
banyaknya 8 (dalapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik 
dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;

o. Mobil Bus adalah kendaraan bsrmotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat 
duduk  tidak  termasuk  tempat  duduk  pengemudi  baik  dengan  maupun  tanpa 
perlengkapan pengangkutan bagasi;

p. Taksi  adalah kendaraan umum dengan jenis  mobil  penumpang yang diberi  tanda 
khusus dan dilengkapi dengan argometer;
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q. Trayek  adalah  lintasan  kendaraan  umum  untuk  pelayanan  jasa  angkutan  orang 
dengan kendaraan penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan 
tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal;

r. Wajib  Retribusi  adalah  setiap  orang  pribadi  atau  Badan  yang  diwajibkan  untuk 
melakukan pembayaran atas pemberian Izin Trayek;

s. Surat ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya di sebut SKRD adalah surat ketetapan 
yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

t. Masa  retribusi  adalah  suatu  jangka  waktu  tertentu  yang  merupakan  batas  waktu 
tertentu  bagi  Wajib  Retribusi  untuk  memanfaatkan  jasa  tertentu  dari  pemerintah 
daerah;

u. Surat  Tagihan  Retribusi  Daerah  yang  dapat  disingkat  STRD  adalah  Surat  untuk 
malakukan Tagihan Retribusi  dan atau sanksi  adminitrasi  berupa bunga dan atau 
denda;

v. Kartu Pengawasan adalah kartu yang berisikan kutipan Surat Keputusan Izin Trayek 
atau Izin operasi setiap kendaraan;

BAB II

PERIJINAN

(1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan angkutan orang  dengan 
kendaraan  umum  harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah.

(2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Izin Trayek, Izin Operasi dan 
Izin Insidentil.

Pasal 3

(1) Izin  sebagaimana dimaksud Pasal  2  ayat  (1)  Peraturan Daerah ini,  berlaku untuk 
jangka waktu 5 tahun dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Untuk pengawasan Izin Trayek dan izin operasi setiap kendaraan umum dilengkapi 
dengan Kartu Pengawasan yang masa berlakunya 1 (satu) tahun.

(3) Tata  cara  permohonan,  memperoleh  dan  kewajiban  serta  ketentuan  larangan 
perijinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah,
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BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

(1) Dengan  nama  Retribusi  Izin  Trayek,  dipungut  retribusi  sebagai  pembayaran  atas 
pemberian  izin  trayek  kepada  orang  pribadi  atau  badan  untuk  menyediakan 
pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu 
dalam Wilayah Daerah. 

(2) Objek  Retribusi  adalah  pemberian  Izin  Trayek  untuk  menyediakan  pelayanan 
angkutan  penumpang  umum  pada  suatu  atau  beberapa  trayek  dalam  Wilayah 
Daerah.

(3) Subjek  Retribusi  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  mendapatkan  dan  atau 
memperoleh izin trayek.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek digolongan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan, jenis angkutan 
umum, penumpang dan kapasitas penumpang.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

6



Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip didasarkan pada tujuan 
untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek 
yang terdiri dari biaya survey lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan, 
pengendalian dan biaya penggantian administrasi.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarip retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi Izin Trayek ditetapkan :

a. Mobil Bus (26 tempat duduk ke atas) sebesar Rp.   50.000,-
b. Mobil Bus (16 - 25 tempat duduk)    sebesar Rp. 135.000,-
c. Mobil Bus (10 - 15 tempat duduk)    sebesar Rp. 120.000,- . 
d. Mobil Penumpang (1-9 tempat duduk)  sebesar Rp. 100.000,-

2. Retribusi untuk Daftar Ulang ditetapkan  :

a. Mobil Bus (26 tempat duduk ke atas) sebesar Rp.   50.000,-
b. Mobil Bus (16 - 25 tempat duduk)    sebesar Rp.   45.000,-
c. Mobil bus (10 - 15 tsmpat duduk)    sebesar Rp.   40.000,-
d. Mobil Penumpang (1-9 tempat duduk)  sebesar Rp.   35.000,-

3. Untuk Izin Operasi ditetapkan :

a. Izin operasi taksi sebesar Rp. 100.000,-
b. Daftar Ulang sebesar Rp.   50.000,-

4. Besarnya Izin Insidentil sebesar Rp.   10.000,-

BAB   VIII
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WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal   9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB   IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atas dokumen 
lain yang dipersamakan.

BAB   X

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal   11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

(1) Pembayaran  Retribusi  Daerah  dilakukan  di  Kas  Daerah  atau  ditempat  lain  yang 
ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen 
lainnya yang dipersamakan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditampat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan 
Ratribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau 
dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
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(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi 
untuk mengangsur Retribusi  Terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan 
yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini 
diberikan tanda bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan 
oleh Kepala Daerah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal subyek retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar 
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari 
besarnya  retribusi  yang  terutang  yang  tidak  atau  kurang  bayar  dan  ditagih  dengan 
menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

(1) Pengeluaran  surat  teguran/surat  peringatan/surat  lain  yang  sejenis  sebagai  awal 
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari 
sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat 
lain  yang  sejenis  diterima oleh Subyek retribusi,  Subyek Retribusi  wajib  melunasi 
retribusi yang terutang.

(3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
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BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Kepala  Daerah  dapat  memberikan  pengurangan,  keringanan  dan  pembebasan 
retribusi.

(2) Tata  cara  pemberian  pengurangan,  keringanan dan  pembebasan  retribusi 
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan olehKepala Daerah.

BAB XV

Pasal 18

KADALUWARSA PENAGIHAN

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) 
tahun  terhitung  sejak  saat  terutangnya  Retribusi,  kecuali  apabila  Wajib  Retribusi 
melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa  penagihan  retribusi  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  Pasal  ini, 
tertangguh apabila :

a. Diterbitkannya Surat Teguran atau;

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak 
langsung.

BAB   XVI

KETENTUAN   PIDANA

Pasal 19

(1) Wajib  Retribusi  yang  tidak  melaksanakan  kewajibannya  sehingga  merugikan 
Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 
paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
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BAB   XVII

PENYIDIKAN

Pasal   20

(1) Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  diberi
wewenang  sebagai  penyidik  untuk  melakukan  penyidikan  tindak  pidana  di  bidang
Retribusi Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. Menerima,  mencari,  mengumpulkan  dan  meneliti  keterangan  atau  laporan 
berkenaan  dengan  tindak  pidana  di  bidang  Retribusi  agar  keterangan  atau 
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana Retribusi;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

e. Melakukan  penggeledahan  untuk  mendapatkan  bahan  bukti  pembukuan, 
pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tarsebut;

f. Meminta  bantuan  tenaga  ahli  dalam rangka  melaksanakan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang Retribusi;

g. Menyuruh berhenti,  melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan 
atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

i. Memanggil  orang  untuk  didengar  keterangannya  dan  diperiksa  sebagai 
tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan; 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 
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di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  ini  memberitahukan  dimulainya 
penyidikan dan menyampaikan hasil  penyidikannya kepada penuntut umum sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana.

BAB   XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal   21

Dengan  berlakunya  Peraturan  Daerah  ini,  maka  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Daerah 
Tingkat II Bekasi Nomor 27 Tahun 1995, Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang 
Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal   22

Hal-hal  yang  belum  cukup  diatur  dalam  Peraturan  Daerah  ini,  sepanjang  mengenai 
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kapala Daerah.

Pasal   23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  supaya  setiap  orang  mengetahuinya  memerintahkan  pengundangan  Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 April 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

Ketua,

Ttd.

H.R. SUGIYONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II 
BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusan 
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Nomor : 974.32-732   Tangga  : 5 Mei 1999.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi 
Tanggal : 14 Mei 1999  Nomor  : 16  Seri  : B

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 19  TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai  dengan  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun  1974  tentang  Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah 
agar Daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri.
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Sumber  Pendapatan  Daerah  tersebut  diharapkan  mampu  menjadi  sumber 
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu diperlukan ketentuan yang 
dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II Khususnya Daerah 
Tingkat II Bekasi dalam hal ini pemungutan Pajak & Retribusi Daerah.

Dengan  telah  ditetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  tahun  1990  tentang 
penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan  Kepada  Daerah  Tingkat  I  dan  Tingkat  II  dan  telah  ditetapkannya  Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka 
saluruh  ketentuan  yang  mengatur  tentang  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  di  Daerah 
Tingkat II perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupateri Daerah 
Tingkat  II  Bekasi  Nomor  27  Tahun  1995  Tentang  Penyelonggaraan  Angkutan 
Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi perlu disesuaikan 
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan nama Retribusi Izin Trayek.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal  1 : Cukup jelas.

Pasal  2 : Cukup jelas.

Pasal  3 : Cukup jelas.

Pasal  5 : Cukup jelas.

Pasal  6 : Cukup jelas.

Pasal  7 : Cukup jelas.

Pasal  8 : Cukup jelas.

Pasal  9 : Cukup jelas.

Pasal  10 : Cukup jelas.
Pasal  11 : Cukup jelas.

Pasal  12 : Cukup jelas.

Pasal  13 : Cukup jelas.
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Pasal  14 : Cukup jelas.

Pasal  15 : Cukup jelas.

Pasal  16 : Cukup jelas.

Pasal  17 : Cukup jelas.

Pasal  18 ayat (1) huruf a : Dalam  hal  diterbitkan  surat   Teguran  kadaluwarsa 
penagihan dihitung sejak  tanggal   penyampaian surat 
Teguran tersebut.

Pasal  18 ayat (1) huruf b : Yang  dimaksud  dengan  pengakuan  utang  Retribusi 
secara  langsung  adalah  Wajib  Retribusi  dengan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan 
belmn melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak 
langsung  adalah  Wajib  Retribusi  tidak  secara  nyata-
nyata  langsung  menyatakan  bahwa  ia  mengakui 
mempunyai  Utang  Retribusi  Kepada  Pemerintah 
Daerah.

Pasal  19 : Cukup jelas.

Pasal  20 : Cukup jelas.

Pasal  21 : Cukup jelas.

Pasal  22 : Cukup jelas.

Pasal  23 : Cukup jelas.
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